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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Persaingan tenaga kerja di Indonesia kini sangat sulit, banyak
lulusan sarjana yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Di
tambah lagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
membuat tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja
lokal tetapi juga harus bersaing dengan tenaga kerja asing.¹ Oleh karena
itu, Perguruan Tinggi perlu menciptakan lulusan yang berkualitas. Salah
satu cara yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta adalah dengan
diadakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan magang bagi
mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan
dan merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh
mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.² Selain itu kegiatan ini
diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing
di dalam dunia dunia kerja.
¹Himmatus Sholihah, “Persaingan Tenaga Kerja di Indonesia”, di akses dari
https://www.kompasiana.com/hima07/persaingan-tenaga-kerja-di-
indonesia_57fb1882327b619a35caf8b7, pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 02.15 WIB.
²FE-UNJ. Pedoman Praktik Kerja Lapangan. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta, 2014), hal 1.
2Di Fakultas Ekonomi Prodi DIII Akuntansi sendiri menetapkan
salah satu syarat kelulusan adalah dengan mengikuti kegiatan Praktek
Kerja Lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki
kemampuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang
sesungguhnya. Sehingga di masa yang akan datang diharapkan mahasiswa
dapat bersaing melalui.bekal yang diperoleh dari instansi tersebut.
Dalam melaksanakan PKL, Praktikan dituntut untuk mampu
beradaptasi dengan lingkungan, lebih aktif, dapat berkomunikasi dengan
baik dengan karyawan, disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan PKL ini
bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai dunia kerja yang
sesungguhnya, meningkatkan keterampilan dengan praktek secara
langsung, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, serta
menjadikan lulusan yang berkuliatas dan dapat bersaing kelak.
B. Maksud dan Tujuan PKL
1. Maksud dari PKL ini, adalah:
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan
Program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta;
b. Memberikan gambaran umum mengenai dunia kerja secara nyata;
c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang kondisi dunia
kerja yang sesungguhnya.
2. Tujuan dari PKL ini, adalah:
3a. Untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman mahasiswa di dalam
dunia kerja yang sesungguhnya;
b. Mendapatkan pengalaman  yang sebelumnya belum pernah di
dapat di bangku kuliah;
c. Membandingkan atas teori yang didapatkan di bangku kuliah
dengan pengaplikasiannya di dunia kerja nyata.
C. Kegunaan PKL
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa,
perusahaan, dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara
lain:
1. Bagi Mahasiwa (Praktikan):
a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang di dapat di bangku
perkuliahan;
b. Menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja yang
sesungguhnya;
c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui praktek secara
langsung.
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta:
a. Dapat terjalinnya kerja sama antara Universitas dengan instansi;
b. Meberikan lulusan yang berkualitas melalui kegiatan Praktek Kerja
Lapangan (PKL).
3. Bagi Instansi:
4a. Membina hubungan baik dengan Lembaga pendidikan atau
Perguruan Tinggi;
b. Membantu meringankan tugas karyawan.
D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan PKL di salah satu Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang jasa pelayanan kepada
masyarakat diantaranya dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur
dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan untuk mendukung terwujudnya
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Adapun nama Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan beserta alamat lengkapnya:
Nama Instansi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor
Alamat : Jl. Tegar Beriman Cibinong – Bogor 16914
Telepon : (021) 8753972
Fax : (021) 88758968
Website : www.dpkpp.bogorkab.go.id
Tempat : Bagian Keuangan
Praktikkan memilih Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
karena praktikan tertarik menjadi Pegawai Negeri Sipil, selain itu
5praktikkan menganggap instansi tersebut sesuai untuk menerapkan
Akuntansi Pemerintahan yang sudah di pelajari di bangku kuliah.
E. Jadwal Waktu PKL
Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan
yang harus dilalui. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui
oleh praktikan, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Sebelum melaksanakan PKL, praktikkan mengambil surat
permohonan PKL di gedung R. Selanjutnya praktikkan meminta paraf
tanda persetujuan PKL ke Ketua Prodi DIII Akuntansi. Setelah itu,
praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro
Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang di tunjukkan
untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Kemudian saat surat permohonan izin PKL sudah selesai di buat,
praktikan menyerahkan langsung ke tempat yang di tuju. Pada bulan
12 Juli 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
memberikan persetujuan bagi praktikan untuk melaksanakan PKL di
instansi tersebut.
2. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL di Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dimulai pada tanggal 17 Juli 2017 sampai
dengan 12 September 2017 yang dilaksanakan setiap hari kerja. Senin-
6Jumat pukul 07.00 s/d pukul 15.45 WIB. Setiap harinya sebelum
melakukan aktivitas dilakukan apel pagi. Pada hari kamis setelah
melakukan apel pagi akan dilanjutkan dengan tausiyah atau
mendengarkan ceramah hingga pukul 09.00 WIB.
3. Tahap Pelaporan
Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah
praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL di Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penyusunan laporan PKL ini
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D III
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan
mempersiapkan laporan PKL dimulai sejak bulan Oktober 2017.
7BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Sejarah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten bogor
1.1 Sejarah DPKPP Kabupaten Bogor
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bogor berdiri pada bulan Januari 2016. Awal mulanya Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
bernama Dinas Tata Bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah di bentuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor. Melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 58
Tahun 2016 ditetapkan ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(DPKPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat,
5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 15 (lima belas) Seksi dan 3 (tiga)
Unit Pelaksana Teknis (UPT).
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1.2 Dasar Hukum DPKPP Kabupaten Bogor
a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah;
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l. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran
APBD;
m. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Harga
Tertinggi Barang dan Jasa; dan
n. Keputusan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan
Bangunan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten
Bogor.
Program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan.
1.3 Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
a. Visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Visi adalah pandangan cita-cita yang ingin diraih dalam jangka
waktu tertentu atau suatu gambaran yang menentang tentang keadaan
masa depan yang ingin dituju oleh suatu daerah. Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai
visi dan misi sebagai berikut: “Terwujudnya lingkungan yang sehat,
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tertib, aman dan nyaman melalui pelayanan umum di Bidang Tata
Bangunan dan Pemukiman”
Secara komprehensif pengertian dari visi tersebut berarti
terwujudnya pelayanan dibidang tata bangunan dan pemukiman kearah
yang lebih baik dengan mengoptimalkan segalapotensi sumberdaya
yang dimiliki.
b. Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan operasional
organisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan-
perubahan yang terjadi dan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik.
Oleh karena itu misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor adalah:
1. Mewujudkan pelayanan prima;
2. Mewujudkan kualitas perumahan dan lingkungan;
3. Mewujudkan penataan bangunan sesuai dengan fungsi dan
persyaratan teknis;
4. Mewujudkan iklim jasa konstruksi yang kondusif;
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran secara cepat,
tepat, dan akurat serta menumbuhkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran; dan
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6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang tata bangunan
dan pemukiman.
B. Struktur Organisasi
Organisasi merupakan sebuah wadah yang berisikan sekelompok
(dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerja sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur adalah susunan
komponen yang mengintegrasikan fungsi-fungsi kegiatan dalam bidang
organisasi.
Struktur organisasi merupakan salah satu kelengkapan penting bagi
suatu perusahaan dimana didalamnya menggambarkan tingkat
tanggungjawab, wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini
penting karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang
masing-masing.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor terdiri dari beberapa divisi antara lain:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan:
a. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
12
3. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
a. Seksi Prasarana dan Prasarana; dan
b. Seksi Pembangunan.
4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
a. Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan;
b. Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan.
5. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
a. Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
b. Seksi Teknik Jasa Konstruksi
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran dalam laporan PKL ini.
Gambar 1 Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan
Dalam Laporan ini praktikan membatasi ruang praktik hanya di
Sub Bagian Keuangan. Adapun tugas pada Sub Bagian Keuangan Dinas
Kepala Sub Bagian
Keuangan
Bendahara
Pengeluaran
Bendahara
Penerimaan
Pejabat
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
Pembantu
PPK -
Verifikator
Pembantu PPK -
Pembuat Daftar
Gaji
Penata
Akuntansi
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Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten bogor
adalah sebagai berikut:
1. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Menerima dan memeriksa SPJ penerimaan dari Bendahara
Penerimaan;
b. Menyerahkan SPJ kepada pengguna anggaran;
c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
d. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain
kas berdasrkan bukti terkait; dan
e. Melakukan Verifikasi SPP dan meneliti kelengkapannya.
2. Bendahara Pengeluaran
a. Menyusun rencana  pembayaran kegiatan SKPD;
b. Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Pengeluaran;
c. Melakukan Pembukuan Belanja Pengeluaran; dan
d. Membuat dan Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban.
3. Bendahara Penerimaan
a. Menyusun rencana kegiatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
b. Melaksanakan Pengetikan administrasi kegiatan penerimaan PAD;
c. Melaksanakan kegiatan penerimaan PAD; dan
d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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a. Menyusun rencana kegiatan bulanan;
b. Melaksanakan pengetikan administrasi keuangan kegiatan bulanan;
c. Menyusun rencana kegiatan Semesteran;
d. Melaksanakan pengetikan administrasi keuangan kegiatan
semesteran; dan
e. Melaksanakan pengetikan administrasi keuangan kegiatan tahunan.
5. Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) – Verifikator
a. Melaksanakan Tugas Verifikasi Rutin;
b. Melakukan verifikasi atas Isi dan Kelengkapan SPJ;
c. Memeriksa potongan pajak; dan
d. Membantu PPK dalam memilah dan mengarsipkan berkas.
6. Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) – Pembuat Daftar Gaji
a. Melaksanakan Administrasi Penggajian Pegawai;
b. Melaksanakan kegiatan tambahan penghasilan PNS dan uang
kesejateraan PNS;
c. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran; dan
d. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa tenaga petugas lapangan
(non-PNS).
7. Penata Akuntansi
a. Melaksanakan kegiatan akuntansi, seperti pencatatan transaksi
harian dalam jurnal umum, posting pada buku besar, dan lainnya;
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b. Melaksanakan pelaporan keuangan semesteran SKPD; dan
c. Melaksanakan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD.
C. Kegiatan Umum Perusahaan
Kegiatan DPKPP yang berkaitan pelayanan kepada masyarakat antara lain
adalah :
1. Program Operasi Daerah Agaria (Proda) sertifikat tanah masyarakat
Tujuan dilaksanakan Proda adalah sebagai bentuk upaya
Pemerintah Daerah dalam mendorong Catur Tertib Pertanahan di
masyarakat, yaitu Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib
Penggunaan, serta Tertib Pemeliharaan, dan Lingkungan Hidup di
bidang pertanahan dan sebagai stimulan kepada masyarakat
Kabupaten Bogor untuk taat membayar pajak.
Tahapan dalam pelaksanaan Proda adalah :
a. Sosialisasi pelaksanaan;
b. Proses pensertifikatan (pengumpulan data yuridis dari peserta
Proda, verifikasi dan identifikasi data yuridis, pengukuran,
pembuatan peta bidang tanah, pembuatan buku sertifikat,
penerbitan sertifikat);
c. Penyerahan sertifikat kepada peserta Proda atau yang berhak
menerima.
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Sampai dengan bulan Juni telah dilakukan sosialisasi dan
pengumpulan data yuridis pada 18 Kecamatan (Citeureup, Ciomas,
Cibungbulang, Bojonggede, Cijeruk, Cigombong, Leuwisadeng,
Tajurhalang, Rumpin, Gunung Putri, Pamijahan, Rancabungur,
Cileungsi, Tenjo, Parungpanjang, Cibinong, Gunung Sindur dan
Sukamakmur). Tahun 2017 ditargetkan 2.000 sertifikat tanah untuk
masyarakat.
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH)
Kegiatan Rehabilitasi RTLH merupakan bantuan keuangan dalam
bentuk stimulan yang bersifat swadaya. Masyarakat dituntut untuk
membangun secara swadaya berdasar prakarsa masyarakat atau
pemerintah dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di
tingkat Desa, sehingga keberhasilan kegiatan ini akan sangat
tergantung pada peran aktif masyarakat baik dalam proses penyiapan
masyarakat, sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan. Pengeloaan
kegiatan rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk dalam rembug
desa/musyawarah desa. Organisasi ini melaksanakan kegiatan
mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan dengan didampingi
dan dibimbing oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD).
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3. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan (Lisdes)
Penyediaan energi listrk adalah salah satu infrastruktur yang sudah
menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pembangunan listrik
pedesaan merupakan salah satu prioritas yang penting dalam
pembangunan karena sebagai pendorong peningkatan IPM masyarakat
dan mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi di Kabupaten
Bogor.
Target Lisdes  tahun 2017 adalah sebanyak 5.669 SR/IR pada 32
Desa di 18 Kecamatan (Tanjungsari, Jonggol, Sukamakmur, Ciseeng,
Rancabungur, Cibungbulang, Caringin, Megamendung, Cijeruk,
Cigombong, Tamansari, Dramaga, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg,
Tenjo, Jasinga, Sukajaya). Tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah
dilakukan adalah :
A. Koordinasi dengan PLN untuk harga material dan ketersediaan
daya trafo;
B. Koordinasi dengan Desa untuk pemutakhiran data konsumen;
C. Sosialisasi Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan ke Desa.
Materi sosialisasi mencakup :
a. Bantuan Lisdes dibiayai dari dana APBD Kabupaten Bogor;
b. Sasaran penerima bantuan diprioritaskan kepada masyarakat Pra
Sejahtera; dan
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c. Masyarakat calon penerima bantuan tidak dipungut biaya
apapun.
4. Pendataan dan Pembongkaran Reklame yang tidak berizin
A. Pendataan Reklame
Sampai dengan triwulan II tahun 2017 telah dilakukan
pendataan sebanyak 590 reklame dengan lokasi sebagai berikut :
a. Jl. Raya Jakarta – Bogor, Jl. Raya Cikaret dan Pondok Rajeg
Kecamatan Cibinong sebanyak  206 unit reklame, dengan
rincian : 15 unit memiliki izin, 19 unit habis masa izin dan 172
unit tidak ada izin.
b. Wilayah Gadog Kecamatan Megamendung dan Ciawi sebanyak
117 unit reklame dengan rincian: 2 unit memiliki izin, 3 unit
habis masa izin dan 112 unit tidak ada izin.
c. Wilayah Cibinong – Cilangkap sebanyak 204 reklame, dengan
rincian 13 unit memiliki izin, 24 unit habis masa izin, 1 unit izin
tidak sesuai dan 166 unit tidak ada izin.
d. Wilayah Cilangkap – Cibinong sebanyak 94 Reklame dengan
rincian 16 unit memiliki izin, 8 unit habis masa izin dan 70 unit
tidak ada izin.
Terhadap reklame yang habis masa izin atau tidak memiliki izin
disampaikan surat pemberitahuan dan apabila tidak ada tanggapan
maka dilakukan penutupan dan pembongkaran.
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B. Pembongkaran Reklame
Sampai dengan triwulan II tahun 2017 telah dilakukan
pembongkaran reklame sebanyak 14 unit reklame, dengan rincian:
2 unit di Kecamatan Cibinong, 10 unit di Kecamatan Cisarua, 1
unit di Kecamatan Dramaga dan 1 unit di Kecamatan Kemang.
5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara
nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform”
atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber
daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi,
kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem
yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah
memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam
perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi
masyarakat.
Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap
infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan untuk
mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni,
produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan
antara sebagai berikut :
a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
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b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP)  di tingkat kabupaten/kota;
c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten;
d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR);
e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya Nomor: 110/KPTS/DC/2016
tanggal 2 Agustus 2016, lokasi sasaran proram KOTAKU di Kabupaten
Bogor terdapat di 185 Desa/Kelurahan pada 17 Kecamatan
(Cibungbulang,Ciampea, Ciomas, Cigombong, Caringin, Ciawi,
Cisarua, Sukaraja, Cileungsi, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong,
Bojonggede, Tajur Halang, Kemang, Rancabungur dan Parung).
Untuk tahun 2017 lokasi sasaran penanganan kumuh terdapat di 4
desa/kelurahan pada 3 kecamatan, yaitu  Desa Citeureup, Kelurahan
Cibinong, Kelurahan Pabuaran dan Desa  Bojonggede.
6. Pelayanan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT)
Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum
dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta
stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang
dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh
persyaratan dalam perencanaan.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di
komplek PU tepatnya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Tegar Beriman,
Kabupaten Bogor. Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan untuk
ditugaskan membantu para karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Bogor menggunakan program SAP berbasis akrual. Oleh sebab itu selama
melaksanakan PKL praktikan banyak mempelajari cara pengoperasian
program SAP tersebut.
Selama praktikan melaksanakan PKL, Praktikan diberikan
pekerjaan dari beberapa staff di Sub Bagian Keuangan. Adapun bidang
pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL di
instansi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membuat Setoran Surat Elektronik (e-billing) PPh Pasal 21 dan PPh
Pasal 22.
2. Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat.
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4. Membuat Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Surat Perintah
Pembayaran (SPP).
B. Pelaksanaan PKL
Untuk memahami bidang usaha yang dijalankan oleh Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor,
praktikan terlebih dahulu diberikan wawasan dan pengetahuan mengenai
sejarah instansi oleh pembimbing praktikan selama melaksanakan PKL
ini. Selain itu, praktikan juga dikenalkan kepada seluruh pegawai yang
berada di Sub Bagian Keuangan yang praktikan tempati.
Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL
di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Bogor.
1. Membuat Setoran Surat Elektronik (e-billing) PPh Pasal 21 dan
PPh Pasal 22
Praktikan diberi tugas oleh pembimbing untuk melakukan setoran
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. Dalam melakukan setoran PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 22, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan setoran secara online. Dalam
pengerjaan Setoran Surat Elektronik (e-billing) ini dilakukan sebelum
tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah memperoleh kode billing pajak,
maka dapat dilakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos.
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Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah sebagai
berikut:
a. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam membuat setoran
pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22, yaitu praktikan meminta id
instansi dan password pembimbing untuk log in ke dalam website
pajak, yaitu https://sse3.pajak.go.id.
b. Lalu praktikan meng-klik isi Surat Setoran Elektronik (SSE).
c. Selanjutya, untuk PPh Pasal 21 praktikan mengisi jenis pajak lalu
pilih PPh Pasal 21 dan untuk PPh Pasal 22 klik jenis pajak nya
menjadi PPh Pasal 22.
d. Kemudian, isi jenis setoran dengan meng-klik Masa PPh Pasal 21
untuk setoran PPh Pasal 21 dan Pemungut Bend. APBD untuk
setoran PPh Pasal 22.
e. Lalu praktikan mengisi masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan
yang diperintahkan oleh pembimbing.
f. Kemudian pada subjek pajak praktikan meng-klik pilihan NPWP
Sendiri.
g. Setelah itu, praktikan mengisi jumlah setor sesuai dengan nominal
yang tertera pada lembar kerja yang diberikan oleh pembimbing.
h. Langkah terakhir praktikan menuliskan nilai nominal yang sesuai
dengan jumlah setornya.
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Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat di lampiran 8 pada laporan
PKL ini.
2. Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
Praktikan membantu tugas Bendahara Penerimaan dalam mencatat
Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). Dalam Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pelayanan izin
mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada
pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi dan/atau merobohkan, merenovasi bangunan sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dilakukan menggunakan SAP yang digunakan oleh instansi terkait,
yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
berbasis akrual. Pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan
menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum
daerah. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah
sebagai berikut:
a. Langkah pertama, praktikan menggunakan SAP yang digunakan
oleh instansi terkait, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) berbasis akrual.
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b. Setelah itu praktikan masuk ke dalam sistem menggunakan id dan
password yang diberikan oleh pembimbing.
c. Kemudian, praktikan meng-klik pengesahan dan pertanggung
jawaban pada menu utama.
d. Selanjutnya pada bagian bendahara, praktikan meng-klik nama
pembimbing dan pada bagian tanggal praktikan menulis sesuai
dengan lembar kerja yang di berikan oleh pembimbing.
e. Kemudian, praktikan meng-klik Penatausahaan Penerimaan
Penyetoran Pengajuan       Pendapatan.
f. Lalu klik tambah, kemudian akan muncul seperti lampiran 9.
g. Setelah itu, praktikan mengisi nomor bukti dan uraian sesuai
dengan apa yang diperintahkan dalam kertas kerja.
h. Kemudian klik tambah pada bagian kedua lalu praktikan mengisi
nominal nya sesuai dengan yang tertera dalam kertas kerja.
i. Lalu tahap kedua klik Penatausahaan Penerimaan Persetujuan
Pendapatan.
j. Tahap terakhir, praktikan mengesahkan sesuai tanggal yang tertera
pada penyetoran tersebut.
Hasil rekapitulasi ini kemudian akan masuk ke dalam buku
penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan.
3. Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
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Praktikan membantu tugas Bendahara Penerimaan dalam mencatat
Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), yaitu merekapitulasi
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.28 tahun 2011 pasal 8 Dengan
nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat.
Pencatatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
dilakukan menggunakan SAP yang digunakan oleh instansi terkait,
yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
berbasis akrual. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya
adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama, praktikan menggunakan SAP yang digunakan
oleh instansi terkait, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) berbasis akrual.
b. Setelah itu praktikan masuk kedalam sistem menggunakan id dan
password yang diberikan oleh pembimbing.
c. Kemudian, praktikan meng-klik pengesahan dan pertanggung
jawaban pada menu utama.
d. Selanjutnya pada bagian bendahara, praktikan mengklik nama
pembimbing dan pada bagian tanggal praktikan menulis sesuai
dengan lembar kerja yang di berikan oleh pembimbing.
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e. Kemudian, praktikan meng-klik Penatausahaan Penerimaan
Penerimaan       Pengajuan Tanpa Penetapan.
f. Setelah itu, praktikan mengisi nomor bukti dan uraian sesuai
dengan apa yang diperintahkan dalam kertas kerja.
g. Lalu pada kolom rincian TBP, pilih nomor rekening yang tertera
dalam kertas kerja dan isikan nominal sesuai dengan yang terdapat
dalam kertas kerja.
h. Lalu tahap kedua klik Penatausahaan Penerimaan Persetujuan
Pendapatan.
i. Tahap terakhir, praktikan mengesahkan sesuai tanggal yang tertera
pada penyetoran tersebut.
Hasil rekapitulasi ini kemudian akan masuk ke dalam buku
penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan. Pencatatan
dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan
yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat di lampiran 10 pada
laporan PKL ini.
4. Membuat Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP).
Fungsi Sub Bagian  Keuangan Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor  salah satunya adalah
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melakukan verifikasi. Maka dari itu, praktikan diminta untuk membuat
lembar verifikasi dokumen pengajuan SPP melalui Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) dari setiap bidang. Setelah SPP selesai dibuat maka
akan dibuatkan SP2D untuk proses pencairan dana. Dokumen SPJ
berisi mengenai nomor SPP, nama bendahara, nomor rekening
kegiatan, dokumen yang terkait dengan kegiatan,dan kwitansi.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
Jawab atas Pelaksana Kegiatan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Dalam membuat lembar verifikasi dokumen pengajuan SPP
praktikan menggunakan Microsoft Word untuk mengerjakannya.
Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah sebagai
berikut:
a. Pertama, praktikan diberikan ringkasan pengeluaran perincian
objek yang disertai dengan bukti pengeluarannya.
b. Praktikan membuka dokumen baru untuk mulai membuat lembar
verifikasi dokumen pengajuan SPP sesuai dengan format yang
diberikan.
c. Lalu, praktikan mengisi Nomor SPP, Nama Bendahara, dan rincian
kegiatan sesuai dengan SPJ  yang diberikan.
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d. Praktikan melakukan pengecekan jumlah yang tertera pada kuitansi
dengan jumlah yang dicantumkan pada Buku Rincian Obyek
Belanja dan yang dicantumkan di SPJ.
e. Setelah itu, praktikan menambahkan dokumen apa saja yang
terlampir dalam pengajuan SPP tersebut sesuai dengan nama
kegiatannya.
Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat di lampiran 11 pada
laporan PKL ini.
C. Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor ini, praktikan dihadapkan
pada beberapa kendala yang bersifat teknis. Adapun kendala-kendala yang
dihadapi oleh praktikan selama berjalannya PKL adalah sebagai berikut:
a. Praktikan mengalami kesulitan dalam memahami sistem yang
digunakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bogor yang mana sistem ini belum pernah
praktikan pelajari sebelumnya sehingga dibutuhkan waktu yang cukup
lama untuk melakukan pekerjaan tersebut.
b. Kurangnya fasilitas yang terdapat di Sub Bagian Keuangan, seperti
komputer sehingga membuat praktikan saling bergantian
menggunakan komputer dengan staff lain
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c. Praktikan kurang teliti dalam meng-input atau meng-entry data
sehingga sering kali terjadi kesalahan yang seharusnya tidak
dilakukan.
D. Cara Mengatasi Kendala
Dalam melakukan pekerjaannya, praktikan melakukan beberapa
usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan
selama kegiatan PKL.
Usaha-usaha menghadapi kendala tersebut adalah:
a. Praktikan harus banyak bertanya kepada pembimbing tentang
penggunaan sistem SAP dan memperhatikan saat pembimbing sedang
mengerjakan sesuatu agar saat mengerjakan tugas yang diberikan,
praktikan tidak melakukan banyak kesalahan.
b. Praktikan membawa laptop pribadi agar pekerjaan yang diberikan
dapat diselesaikan lebih cepat karena tidak bergantian dengan staff
lain.
c. Praktikan harus lebih teliti dalam meng-entry data atau melakukan
peng-input-an data, dengan tidak tergesa-gesa, setelah selesai tugas
yang diberikan dilakukan adanya pengecekan kembali sebelum
diberikan kepada pihak yang berwenang.
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BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Selama dua bulan mengikuti kegiatan PKL di Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
praktikan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sangat
berharga. Praktikan juga mendapatkan kesempatan untuk mengetahui
cara kerja SAP yang digunakan oleh instansi tersebut.
Dengan demikian praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal
mengenai tugas-tugas yang telah diberikan oleh Sub Bagian Keuangan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Bogor, antara lain:
1. Dalam melakukan Setoran Surat Elektronik (e-billing) PPh pasal 21
harus mengetahui berapa gaji yang diterima oleh pegawai dan PPh
pasal 22 harus mengetahui objek pajak yang dikenakan oleh PPh
pasal 22.
2. Dalam merekapitulasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
harus dilakukan dengan teliti, karena jika terjadi kesalahan dalam
merekapitulasi maka pihak DPKPP harus mendatangi Badan
Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pembetulan.
32
3. Dalam merekapitulasi retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat harus dilakukan dengan teliti, karena jika terjadi
kesalahan dalam merekapitulasi maka pihak DPKPP harus
mendatangi Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk
melakukan pembetulan.
4. Lembar verifikasi dokumen pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP) dapat di buat jika Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang di
buat setiap bidang sudah sah dan tidak ada kesalahan.
B. Saran
Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan PKL antara lain:
1. Bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bogor:
a. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan akan lebih terarah apabila
telah disusun suatu jadwal yang harus dikerjakan mahasiswa /
mahasiswi.
b. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bogor sebaiknya terus bekerja sama dengan
universitas agar dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang
berkualitas.
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c. Memberi arahan dan pelatihan kepada mahasiswa PKL sehingga
tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja tetapi juga dapat
ilmu baru yang belum di dapatkan di bangku perkuliahan.
2. Bagi Praktikan:
a. Lebih berinisiatif dalam mencari ilmu dan pengetahuan selama
berada di tempat PKL.
b. Lebih giat dan teliti dalam melaksanakan setiap tugas yang
dikerjakan saat PKL.
c. Mahasiswa harus lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh pembimbing sehingga menjadi lebih efisien
karena tidak adanya pengulangan dalam pekerjaan.
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta:
a. Diperlukan adanya sosialisasi kepada mahasiswa / mahasiswi
sebelum melakukan kegiatan PKL.
b. Melakukan kerjasama yang baik antara pihak kampus dan
pihak instansi agar pelaksanaan PKL berjalan dengan baik.
c. Pembagian dosen pembimbing PKL sebaiknya dilakukan
sebelum praktikkan melaksanakan praktik kerja, agar
mahasiswa mampu bekerja sekaligus menyusun laporan PKL
dengan bimbingan dari dosen pembimbing.
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Lampiran 6 – Rincian Pelaksanaan PKL
RINCIAN PELAKSANAAN PKL
N
o
Hari, Tanggal Kegiatan Pembimbing
1. Senin,17 Juli 2017 Pengenalan kepada para staff di
Bagian Keuangan
Bu Detty
2. Selasa, 18 Juli
2017
Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
3. Rabu, 19 Juli 2017 Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
4. Kamis, 20 Juli
2017
Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
5. Jumat 21 Juli 2017 Melakukan setoran PPh 22 Mas Syam
6. Senin, 24 Juli
2017
Melakukan setoran PPh 22 Mas Syam
7. Selasa, 25 Juli
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
8. Rabu, 26 Juli 2017 Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
9. Kamis 27 Juli
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
10
.
Jumat 28 Juli
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
11
.
Senin, 31 Juli
2017
- Melakukan Rekapitulasi Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan.
- Melakukan setoran PPh 22
Bu Tuti dan
Mas Syam
12
.
Selasa, 01
Agustus 2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
13
.
Rabu, 02 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
14
.
Kamis 03 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
44
15
.
Jumat 04 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
16
.
Senin, 07 Agustus
2017
Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
Pak Dais
17
.
Selasa, 08 Agustus
2017
Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
Pak Dais
18
.
Rabu, 09 Agustus
2017
Izin
19
.
Kamis, 10 Agustus
2017
- Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
- Melakukan setoran PPh 22
Pak Dais dan
Mas Syam
20
.
Jumat 11 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
21
.
Senin, 14 Agustus
2017
Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
Pak Dais
22
.
Selasa, 15 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
23
.
Rabu, 16 Agustus
2017
- Melakukan setoran PPh 22
- Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Mas Syam
dan Bu Tuti
24
.
Kamis, 17 Agustus
2017
Libur Hari Kemerdekaan
25
.
Jumat 18 Agustus
2017
Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
Pak Dais
26
.
Senin, 21 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
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27
.
Selasa, 22 Agustus
2017
Sakit
28
.
Rabu, 23 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
29
.
Kamis, 24 Agustus
2017
Membuat Lembar Verifikasi Dokumen
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran
(SPP).
Pak Dais
30
.
Jumat 25 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
31
.
Senin, 28 Agustus
2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
32
.
Selasa, 29 Agustus
2017
Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
33
.
Rabu, 30 Agustus
2017
Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
34
.
Kamis, 31 Agustus
2017
Melakukan setoran PPh 21 Mas Syam
35 Jumat, 01
September
Melakukan setoran PPh 22 Mas Syam
36
.
Senin, 04
September 2017
Melakukan setoran PPh 22 Mas Syam
37
.
Selasa, 05
September 2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
38
.
Rabu, 06
September 2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
39
.
Kamis, 07
September 2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Bu Tuti
40
.
Jumat, 08
September 2017
Melakukan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Bu Elli
42 Senin, 11
September 2017
Izin
42 Selasa, 12
September 2017
Izin
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Lampiran 7 - Struktur Organisasi
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Lampiran 8 – Setoran PPh 21 dan PPh 22
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Lampiran 9 – Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
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Lampiran 10 – Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
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Lampiran 11 – Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan SPP
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Lampiran 11 – Lembar Konsultasi Mahasiswa
